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ABSTRAKSI

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi
manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan
menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-
hak Asasi Manusia yang berbunyi ; “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai
dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat
dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan
keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang
batas-batas™. Berkaitan dengan pembangunan di bidang hukum yang meliputi materi
hukusmn, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukuu, budaya hukum dan hak asasi
manusia, pemerintah Republik Indonesia - berkewajiban mewujudkannya dalam
kerangka demokrasi Pancasila dengan tetap menjaga sikap politik yang menjunjung
tinggi keterbukaan dalanm pembentukan dan penegakan hukum. Bertitik tolak dari
pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional
maupun dilihat dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa maka kemerdekaan
menyampaikan pendapat dimuka umum harus berlandaskan : asas keseimbangan
antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan
keadilan, asas proporsionalisme, asas manfaat. Untuk mengantisipasi hal tersebut
agar tidak berdampak luas dan merugikan masyarakat umum, aparat Kepolisian
melakukan berbagai upaya preventif. Upaya preventif tersebut antara lain dengan
mensosialisasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum kepada masyarakat umum.
Di samping melakukan upaya preventif tersebut aparat kepolisian juga mengingatkan
mengenai ancaman pidana, sehingga masyarakat (khususnya peserta unjuk rasa) akan
tetap mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam
hal imi aparat kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Perusakan yang Dilakukan pada Wakiu Unjuk Rasa enurut Undang-Undang
Nomor 9 tahun {998 (Studi Kasus Perkara Unjuk Rasa di Tawang Mas
Semarang)”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu
permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Hakim menentukan pertanggungjawaban
pidana pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa menurut Undang-
Undang Nomor 9 tahun 1998 ? Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh Hakim
dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku perusakan yang dilakukan
pada waktu unjuk rasa ?

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
yuridis sosiologis karena akan meneliti data primer yaitu data lapangan dengan
melihat dan menekankan pada gejala-gejala hukum yang berlaku dalam masyarakat
berkenaan dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998,
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kKhususnya yang ada hubungannya dengan permasaiahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini. Spesifikasi penelitian bersifat desknptif analitis yaitu deskriptif untuk
memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh  mengenai
pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan yang
dilakukan pada waktu unjuk rasa. Sedang analisis untuk mengelompokkan,
menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang
ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana pelaku
perusakan yanyg dilakukan pada waktu unjuk rasa tanpa memberikan kesimpulaii yang
bersifat umum Metode analisa data adalah metode yang bersifat kualitatif, hal ini
karena data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disusun sccara
sistematis, untuk selanjuirnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan
masalah yang akan dibahas kemuduian disusun dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa inengenai pertanggungjawabai tindak
pidana pengrusakan yang dilakukan oleh peserta unjuk rasa di Kota Semarang, dapat
distmpulkan sebagai berikut : Hakim dalain menentukan pertanggungjawaban pidana
pelaku perusakan yang dilakukan pada waktu unjuk rasa kepada 5 (limaj orang warga

Tawang Mas didasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal yang

diajukan. Sebagaimana diketahui bahwa dapat dipidananya seseorang, apabila
mengandung unsur-unsur tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan karena adanya unsur kesalalian yang merupakan unsur pokok
subyektif dan unsur akibat dari perbuatan itu yang merupakan unsur pokok objektil.
Hambatan-haumbatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Kota Semarang daiam
memberikan sanksi pidana terhadap pelaku unjuk rasa, adalah sebagai berikut :
Hambatan Intern, Hambatan ini berasal daii Majelis Hakim yang memeriksa perkara
perkara nomor 274/Pid/B/2001/PN Smg dan terjadi pada saat memutuskan sanksi
pidana. Dalam musyawarah guna memutuskai sanksi pidana terjadi perdebatan antar
hakim, namun setelah diadakan inusyawarah diambil suara terbanyak selanjutnya
sanksi pidana bagi terdakwa diputuskan scrta Hambatan eckstern, Hambatan yang
berasal dari para terdakwa, Mereka merasa balhwa petbuatan yang dilakukannya ditu
didasarkan pada rasa keperdulian mereka terhadap kondisi perkampungannya, di
samping itu juga barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan kurang lengkap
schingga inenyulitkan persidangan. '
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